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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT. X 

Unit Padang, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Perlindungan Hukum K3 di PT. X Unit Padang telah  

dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dalam sistem manajemen 

perusahaan. Penerapan K3 diwujudkan melalui pengintegrasian ketentuan 

keselamatan ke dalam SOP, uraian tugas (job description), serta operasional 

kerja sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas K3 yang 

memadai, melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko kerja, serta 

melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan 

demikian, implementasi K3 di PT. X Unit Padang menunjukkan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan kewajiban hukum dalam memberikan 

perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tingkat Kepatuhan dan Efektivitas Sistem K3 di PT. X Unit Padang dapat 

dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kepatuhan pekerja dalam 

menggunakan APD, partisipasi aktif dalam pelatihan keselamatan kerja, 

pelaksanaan inspeksi rutin, serta penerapan sanksi disiplin terhadap 

pelanggaran K3. Selain itu, penerapan metode identifikasi bahaya dan 

pengendalian risiko melalui HIRADC, sistem pengawasan berjenjang, serta 
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mekanisme pelaporan insiden menunjukkan bahwa sistem K3 telah diterapkan 

secara sistematis dan efektif dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja 

yang aman dan sehat. 

3. Upaya Perusahaan dalam Mempertahankan dan Meningkatkan perlindungan 

hukum K3 bagi pekerja dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara 

lain integrasi sistem K3 dalam SOP dan uraian jabatan, penyelenggaraan 

pelatihan keselamatan secara rutin, pelaksanaan inspeksi berkala, evaluasi 

risiko kerja melalui metode HIRADC, serta investigasi terhadap setiap insiden 

kerja. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sanksi disiplin terhadap 

pelanggaran K3, menyediakan sarana dan prasarana keselamatan yang 

memadai, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya tersebut 

menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan 

kerja secara berkelanjutan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan Pengawasan dan Budaya Keselamatan 

Perusahaan perlu terus meningkatkan budaya keselamatan kerja 

melalui berbagai program yang mendorong kesadaran dan partisipasi aktif 

pekerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kampanye keselamatan kerja 

secara berkala, penerapan sistem penghargaan (reward system) bagi pekerja 
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yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan K3, serta pelibatan pekerja 

dalam kegiatan identifikasi dan pelaporan potensi bahaya di lingkungan kerja. 

Selain itu, pengawasan terhadap penerapan K3 juga dapat diperkuat dengan 

memanfaatkan teknologi, seperti sistem pelaporan digital atau pemantauan 

berbasis teknologi, sehingga setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti 

secara cepat dan efektif. 

2. Penguatan Kompetensi dan Pelatihan K3 

Perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi pekerja 

melalui penyelenggaraan pelatihan K3 yang lebih luas dan terstruktur. 

Pelatihan tersebut tidak hanya terbatas pada pelatihan dasar, tetapi juga dapat 

mencakup pelatihan bersertifikat yang relevan dengan jenis pekerjaan dan 

tingkat risiko yang dihadapi pekerja. Selain itu, materi pelatihan perlu 

diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi, 

metode kerja, serta potensi bahaya yang mungkin timbul dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Peningkatan frekuensi edukasi mengenai kesehatan 

kerja juga penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman pekerja 

terhadap pencegahan penyakit akibat kerja. 

3. Optimalisasi Evaluasi Risiko dan Fasilitas K3 

Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap analisis 

risiko kerja melalui metode Hazard Identification, Risk Assessment, and 

Determining Control (HIRADC) secara lebih intensif dan berkelanjutan. 

Pembaruan tersebut sangat penting terutama ketika terjadi perubahan proses 

kerja, penggunaan peralatan baru, atau peningkatan aktivitas operasional yang 
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dapat menimbulkan potensi bahaya baru. Selain itu, perusahaan juga perlu 

memastikan ketersediaan dan pemerataan fasilitas K3 di seluruh area kerja, 

khususnya pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan adanya 

fasilitas K3 yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh pekerja, maka 

perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dapat terlaksana 

secara lebih optimal. 
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